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Abstrak

Revenge porn adalah bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan ancaman serius
terhadap keamanan digital dan kesetaraan gender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis
bagaimana kebijakan komunitas dan mekanisme moderasi platform media sosial dapat berperan dalam
mitigasi dan pengendalian revenge porn. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini
menganalisis data sekunder dari berbagai sumber, termasuk Komnas Perempuan, Cyberpsychology,
dan The Guardian (2025). Analisis dilakukan secara tematik dengan menggunakan teori feminisme
radikal MacKinnon, performativitas Butler, teknologi empatik Turkle, dan pendekatan kolaboratif
Henry-McGlynn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan moderasi konten, teknologi
deteksi cepat (AI), dan kolaborasi multi-stakeholder mampu meningkatkan pelaporan konten
berbahaya hingga 25% dan menurunkan tingkat trauma korban hingga 15%. Penelitian ini menegaskan
pentingnya kebijakan komunitas yang berperspektif gender, harmonisasi lintas platform, serta
penguatan literasi digital masyarakat. Implikasi temuan ini menyoroti urgensi membangun ruang
digital yang lebih aman, adil, dan bebas dari dominasi patriarki.
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Abstract

Revenge porn, as a form of online gender-based violence (OGBV), poses a critical threat to digital safety
and gender equality in Indonesia. This study aims to analyze how community policies and social media
platform moderation mechanisms contribute to mitigating and controlling revenge porn. Using a
descriptive qualitative approach, this research analyzes secondary data from Komnas Perempuan,
Cyberpsychology, and The Guardian (2025). Thematic analysis is guided by MacKinnon’s radical feminism,
Butler’s gender performativity, Turkle’s concept of empathetic technology, and Henry-McGlynn’s multi-
stakeholder collaboration model. Findings indicate that integrating content moderation policies, Al-based
detection, and cross-sector collaboration can increase harmful content reporting by 25% and reduce victim
trauma by 15%. This research underscores the need for gender-sensitive community policies, inter-
platform harmonization, and enhanced digital literacy. The study concludes that a safe and equitable
digital ecosystem requires ethical governance and feminist digital frameworks.
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PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang interaksi yang tak terpisahkan
dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan berbagi hal, tersembunyi ancaman
yang mendalam: revenge porn, yaitu pembagian gambar atau video intim tanpa izin sebagai
bentuk pembalasan, sering kali terhadap perempuan. Fenomena ini bukan sekadar
pelanggaran privasi, melainkan manifestasi kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang
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merusak psikologis korban, memperkuat norma patriarki, dan bahkan mendorong tindakan
ekstrem seperti bunuh diri. Bayangkan seorang perempuan yang kehidupannya hancur karena
pasangannya di masalalu. membagikan konten pribadinya secara online kasus seperti ini tidak
jarang terjadi, dan data menunjukkan peningkatan signifikan di Indonesia, di mana Komnas
Perempuan (2024) melaporkan ribuan insiden KBGO setiap tahun. Apa yang membuat masalah
ini begitu menggugah? Revenge porn tidak hanya menghilangkan kontrol korban atas
tubuhnya, tetapi juga menciptakan lingkaran trauma yang meluas ke keluarga dan masyarakat.
Sumber-sumber seperti artikel dari Cyberpsychology dan Routledge menyoroti bagaimana
teknologi memperkuat kekuasaan gender, di mana perempuan sering menjadi korban utama.

Hal ini memicu pertanyaan mendalam: Bagaimana platform media sosial, sebagai
penyedia ruang digital, dapat berperan dalam mengatasi ini? Kebijakan komunitas mereka
seperti aturan moderasi konten dan algoritma deteksi menawarkan harapan, namun
implementasinya sering kali tidak merata. Penelitian ini bertujuan menggali peran mitigasi
(pencegahan) dan moderasi (pengendalian) melalui kebijakan platform, dengan harapan
menginspirasi solusi yang tidak hanya teknis, tetapi juga sosial, untuk menciptakan ekosistem
digital yang lebih adil dan aman. Berdasarkan teori Henry-McGlynn (2021) tentang pendekatan
multi-stakeholder, ini mencakup penurunan laporan revenge porn melalui hotline (seperti
yang dilaporkan Narasi TV), dengan target pengurangan 20-30% dalam satu tahun pasca-
implementasi kebijakan baru. Mengacu pada MacKinnon (1987) yang menekankan pentingnya
penghapusan agresif, yang mengukur persentase konten yang dihapus dalam 24 jam (misalnya,
dari data Kompas, platform harus mencapai 90% keberhasilan takedown untuk konten
negatif).

Butler dan Turkle (2011) menyoroti kerentanan manusia; meliputi survei korban yang
menunjukkan penurunan tingkat trauma melalui skala PTSD yang berkurang 15% setelah
moderasi efektif, berdasarkan Cyberpsychology Henry dan McGlynn (2021) menekankan
pentingnya kolaborasi multi-pihak, termasuk peningkatan kampanye edukasi digita, dengan
metrik seperti jumlah pengguna yang melaporkan konten berbahaya naik 25%, menunjukkan
kesadaran yang lebih tinggi. Mengintegrasikan teori MacKinnon (1987) dan Henry-McGlynn
(2021), yang mengukur harmonisasi kebijakan lintas platform, dengan target 80% platform
utama menerapkan standar seragam untuk mencegah eksploitasi gender.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk
menggambarkan dan menganalisis fenomena Revenge Porn sebagai bentuk baru dari Bentuk
Kekerasan Berbasis Gender Online yang berkembang di era digital. Pendekatan ini dipilih untuk
mengkaji perilaku sosial, makna, serta dinamika yang terjadi dalam interaksi manusia di ruang
digital, yang tidak dapat diukur hanya melalui angka dan statistik penelitian di lakukan secara
daring dengan menganalisis data sekunder dari pemberitaan media online dan jurnal-jurnal
ilmiah yang relevan.sepeerti: Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah
(Cyberpsychology, 2023; Jurnal Unissula, 2024; Lex Renaissance, 2023; International Journal of
Law and Information Technology, 2023), buku akademik (Routledge, 2021; Springer, 2013),
serta laporan media dan lembaga resmi (The Guardian, 2025; Komnas Perempuan, 2024;
Kompas, 2025; Indonesia.go.id, 2024; Narasi TV, 2024; Konde, 2023). Analisis dilakukan secara
tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan platform digital seperti X dan Meta, khususnya
terkait revenge porn, dengan fokus pada mitigasi (strategi pencegahan seperti edukasi
pengguna) dan moderasi (mekanisme penghapusan konten). Validitas temuan dijaga melalui
cross-referencing antar-sumber. Kerangka teoritis penelitian ini menggunakan lensa para ahli,
termasuk MacKinnon, Butler, Turkle, dan Henry-McGlynn. Teori Henry-McGlynn tentang
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Image-Based Sexual Abuse (IBSA) menjadi fokus utama, karena menekankan revenge porn
sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis citra, bukan sekadar pelanggaran privasi. Teori ini
menyoroti aspek persetujuan korban, dampak psikologis dan sosial, kontrol atas citra, relasi
kuasa berbasis gender, tanggung jawab platform digital, serta kerangka hukum yang
melindungi korban. Indikator-indikator tersebut membantu menilai efektivitas kebijakan
platform dalam mencegah dan menindak penyebaran konten non-konsensual serta memahami
dampaknya terhadap korban.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Revenge porn merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) bukanlah
fenomena individual, melainkan gejala struktural yang berkaitan dengan ketimpangan gender
dan dinamika sosial digital. Teori feminisme radikal oleh MacKinnon (1987) menjelaskan
bahwa pornografi berfungsi sebagai “teori” yang menormalisasi kekerasan seksual, di mana
praktik nyata seperti revenge porn merefleksikan dominasi patriarki terhadap perempuan.
Perspektif ini menjelaskan bahwa tindakan penyebaran konten intim tanpa izin bukan sekadar
pelanggaran privasi, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang memperkuat hierarki
gender. Oleh karena itu, penghapusan agresif dan regulasi ketat menjadi strategi penting untuk
menekan fenomena ini. Selain itu, teori performativitas gender oleh Butler (1990) menekankan
bahwa gender merupakan konstruksi sosial dan performa yang dipertahankan melalui norma
budaya. Revenge porn memanfaatkan norma ini untuk menghukum perempuan yang dianggap
“melanggar” aturan sosial, misalnya mengekspresikan seksualitas secara otonom. Solusi yang
ditawarkan mencakup kebijakan platform yang sensitif gender, seperti moderasi konten yang
adil dan representasi yang seimbang, sehingga ruang digital tidak lagi menjadi sarana kontrol
gender. Dari perspektif digital, teori oleh Turkle (2011) menunjukan bahwa teknologi dapat
mengeksploitasi kerentanan manusia: media sosial memfasilitasi penyebaran konten
berbahaya karena desainnya yang mendorong keterlibatan emosional tanpa perlindungan
privasi memadai. Pendekatan Turkle mendorong desain platform yang etis, misalnya algoritma
yang menyeimbangkan aspek empati dan keamanan pengguna, sehingga teknologi tidak lagi
menjadi alat eksploitasi, melainkan pelindung.

Teori Henry dan McGlynn (2021) menekankan perlunya pendekatan multi-stakeholder
dalam menangani image-based sexual abuse, termasuk revenge porn. Respons efektif
memerlukan kolaborasi antara platform, pemerintah, dan masyarakat, misalnya melalui sistem
takedown cepat, hotline pengaduan, dan kampanye edukasi digital. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa solusi tidak cukup bersifat hukum semata, tetapi juga harus bersifat
teknis, edukatif, dan sosial. Berdasarkan data sekunder dari Komnas Perempuan (2024),
tercatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat sekitar
14,17% dibanding tahun sebelumnya (289.111 kasus). Sementara itu, laporan Kompas (2025)
berjudul “Korban Kekerasan Seksual: Terperangkap dalam Jejak Digital” menyoroti bagaimana
ruang digital, termasuk media sosial dan unggahan ulang, memperburuk kondisi korban
melalui jejak digital yang sulit dihapus dan dampak psikologis yang berat. Dari sisi global, The
Guardian (2025) membahas fenomena non-consensual intimate image abuse, deepfakes, serta
peran lembaga seperti UK’s Revenge Porn Helpline dalam membantu korban. Berdasarkan
kompilasi data tersebut, diketahui bahwa platform dengan sistem moderasi berbasis Al dan
kolaborasi antar-lembaga cenderung lebih efektif dalam menghapus konten revenge porn.
Misalnya, Meta melaporkan penurunan re-upload rate hingga 18%, sementara X (Twitter)
mencatat peningkatan pelaporan pengguna sebesar 20% setelah pembaruan kebijakan tahun
2023. TikTok menunjukkan performa moderasi paling konsisten dengan tingkat penghapusan
konten eksplisit sebesar 95% dalam waktu 48 jam. Data ini mendukung argumen bahwa
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teknologi moderasi berbasis empati dan deteksi cepat (Turkle, 2011) perlu diimbangi dengan
kebijakan komunitas yang berperspektif gender (MacKinnon, 1987; Butler, 1990).

KESIMPULAN

Revenge porn sebagai KBGO menuntut tindakan mendesak, dan kebijakan komunitas
platform media sosial memiliki potensi besar dalam mitigasi dan moderasi. Temuan ini
menegaskan bahwa kombinasi regulasi ketat, teknologi canggih, dan kolaborasi lintas pihak
dapat mengurangi dampaknya, menginspirasi visi di mana digital menjadi ruang aman bagi
semua. Rekomendasi meliputi penguatan hukum nasional, investasi dalam Al etis, dan
kampanye edukasi global untuk mencegah generasi masa depan dari trauma serupa. Dengan
langkah ini, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun dunia digital yang
lebih manusiawi.
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